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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada hakikatnya, Allah SWT telah menciptakan manusia dari suatu 

diri yaitu Adam dan dari padanya Allah SWT menciptakan Hawa dan dari 

keduanya mengembangbiakkan banyak laki-laki dan perempuan agar 

senantiasa bertaqwa kepada-Nya dengan mempergunakan nama-Nya serta 

memelihara hubungan kasih sayang diantara laki-laki dan perempuan dalam 

ikatan yang sakral yakni ikatan suci pernikahan. Dalam Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) pasal 2, menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat 

kuat (mitsqan ghalizhan) untuk menaati perintah Allah SWT dan 

melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan dalam Undang-Undang 
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Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami 

isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dimaksudkan untuk 

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami dan isteri 

diharapkan saling membantu dan melengkapi sehingga dapat mengembangkan 

kepribadian masing-masing dalam rangka mencapai kebahagian dan 

kesejahteraan spiritual serta material. 

Pada prinsipnya, dalam kehidupan berumah tangga senantiasa hidup 

rukun, harmonis, bahagia dan tentram. Hal tersebut dapat terwujud apabila 

antara suami dan isteri sadar akan hak dan kewajiban serta tugas masing-

masing serta menjalankan sesuai dengan kemampuannya. Namun, apabila 

dalam pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing tidak terpenuhi secara 

baik, maka dapat menyebabkan pergesekan, perbedaan pendapat  antara suami 

dan isteri yang dapat menimbulkan pertengkaran dan terlebih lagi dapat 

mengarah pada perceraian. Perceraian merupakan salah satu penyebab 

putusnya perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 113 KHI, yang 

mengatur bahwa putusnya perkawinan dapat dikarenakan tiga alasan, yaitu 

kematian, perceraian dan putusan pengadilan.
1
 

Dalam KHI juga disebutkan bahwa putusnya perkawinan yang 

disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak oleh suami atau 

                                                           

1
Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 152. 
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gugatan perceraian oleh isteri. Perceraian karena gugatan cerai oleh isteri, atau 

dalam lingkungan peradilan agama disebut dengan cerai gugat. Cerai gugat 

yaitu seorang isteri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan 

agama, yang kemudian pihak pengadilan agama mengabulkan gugatan yang 

dimaksud sehingga putus hubungan perkawinan antara penggugat (isteri) 

dengan tergugat (suami).
2
 Perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh 

apabila semua cara telah dilakukan. Dan sebagaimana disebutkan dalam KHI, 

bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama, 

setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil untuk mendamaikan 

kedua belah pihak, yaitu baik suami maupun isteri.
3
 

Adapun akibat hukum yang muncul ketika putus ikatan perkawinan 

antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dilihat dari beberapa garis 

hukum, baik yang tercantum dalam undang-undang perkawinan maupun dalam 

KHI.
4
 Sebagaimana disebutkan dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur akibat-akibat putusnya 

perkawinan karena perceraian diantaranya: 

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan 

mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan 

kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai 

penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. 

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya 

pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, 

bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi 

kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu 

ikut memikul biaya tersebut. 

                                                           

2
Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.77. 

3
Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 116. 

4
Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam, h. 77. 
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c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 

memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu 

kewajiban bagi bekas isteri.
5
 

 

Dalam hal ini, pengadilan agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan 

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai 

perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
6
 Pengadilan agama bertugas 

dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di 

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 

perkawinan; kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum 

Islam; wakaf dan shadaqah.
7
 Bidang perkawinan sebagaimana yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satu 

jenis perkara  terkait, yaitu gugatan perceraian.
8
 

Selain terkait dengan kewenangan pengadilan agama, sebagai salah 

satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama 

Islam. Di sisi lain, dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata, asas-asas 

yang berlaku di lingkungan peradilan umum, juga berlaku di lingkungan 

peradilan agama. Adapun salah satu asas penting yang wajib diperhatikann 

dalam pegambilan keputusan adalah hakim wajib mengadili semua bagian 

                                                           

5
Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

6
Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II 

(Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), h. 53. 
7
Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 

29. 
8
Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, h. 30. 
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tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut 

atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut.
9
 Asas ini dikenal dengan asas 

ultra petitum partium. Hal ini berdasarkan pasal 178 ayat (2) dan (3) Het 

Herziene Indonesisch Reglement (HIR), pasal 189 ayat (2) dan (3) Reglement 

tot Regeling van het Rechtwezen in de Guwesten Buiten en Madura, yang lebih 

dikenal dengan Rbg, serta pasal 50 Reglement of de Rechtsvordening (Rv). 

Menurut Harahap, hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi posita maupun 

petitum gugat, dianggap telah melampaui wewenang atau ultra vires yakni 

bertindak melampaui wewenangnya (beyond the powers of his authority). 

Apabila putusan mengandung ultra petitum harus dinyatakan cacat (invalid) 

meskipun hal tersebut dilakukan hakim dengan iktikad baik (good faith) 

maupun sesuai dengan ketentuan umum (public interest).
 10

 

Selain dianggap melampaui wewenang atau ultra vires, seorang 

hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi posita maupun petitum gugat, juga 

dianggap menyimpang dari asas hakim bersifat pasif terkait ruang lingkup atau 

luas pokok sengketa ditentukan oleh para pihak. Yang dimaksud dengan asas 

hakim bersifat pasif adalah hakim hanya mengawasi supaya peraturan-

peraturan yang ditetapkan undang-undang dijalankan oleh para pihak.
11

 Akan 

tetapi, dalam praktek beracara di lingkungan peradilan agama terhadap 

perkara-perkara tertentu, hakim karena hak jabatannya (ex officio) dapat 

                                                           

9
M. Fauzan, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah di 

Indonesia (Jakarta: Kencana, 2007), h. 57-58.  
10

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, 

dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 801. 
11

Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 18. 
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memutus lebih dari yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh 

para pihak. Hal tersebut, didukung pula dengan yurisprudensi pada tanggal 8 

Januari 1972 dengan nomor 556 K/ Sip/ 1971 yang berpendapat bahwa 

mengabulkan hal yang lebih dari yang digugat masih diizinkan selama masih 

sesuai dengan kejadian materiilnya.
12

 

Pengecualiaan terhadap penerapan asas ultra petitum partium ini 

sifatnya sangat kasuistik artinya tidak dalam semua kasus yang masuk ke 

pengadilan, hakim memutuskannya dengan menggunakan hak ex officio.
13

 

Lazimnya dalam perkara cerai talak, sering dijumpai termohon yang awam 

hukum tidak menuntut mut’ah, nafkah, iddah serta kiswah kepada pemohon, 

padahal pemohon cukup berkemampuan secara materi. Dalam kasus demikian, 

biasanya hakim pengadilan agama secara ex officio dalam menetapkan mut’ah 

dan iddah sebagai akibat putusnya perceraian karena talak sebagai bentuk 

perlindungan terhadap hak isteri. Mayoritas mantan isteri yang tidak faham dan 

mengetahui akan haknya akibat putusnya perkawinan, sehingga menggugah 

para hakim untuk membela hak-hak isteri setelah perceraian. Adapun tujuan 

hakim menggunakan hak ex officio dalam menetapkan mut’ah dan iddah 

sebagai akibat putusnya perceraian karena talak, agar hakim dapat memberikan 

putusan yang seadil-adilnya dan agar mantan isteri tidak akan terlantar 

kehidupannya setelah menjadi janda, disamping itu bahwa suami yang 

bermaksud akan menceraikan isterinya harus berfikir masak-masak akan 

                                                           

12
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia  (Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 187. 

13
Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, h. 802. 
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akibat-akibatnya yang mungkin timbul di kemudian hari.
14

 Hal ini berdasarkan 

pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan 

akibat putusnya perkawinan karena perceraian, pengadilan dapat mewajibkan 

kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau 

menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.
15

 Pasal 41 huruf c Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai landasan hakim karena hak jabatannya 

(ex officio) dapat memutus lebih dari yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak 

dituntut oleh para pihak, lazimnya diterapkan pada kasus cerai talak. Namun 

terdapat realitas berbeda di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, pada 

perkara cerai gugat qabla al dukhul dengan perkara nomor 4841/ Pdt. G/ 2011/ 

PA.Kab.Mlg, majelis hakim menggunakan hak ex officio dalam menetapkan 

pengembalian mahar. Padahal pengembalian mahar tersebut tidak dituntut oleh 

para pihak baik penggugat maupun tergugat. Artinya dalam perkara 4841/ Pdt. 

G/ 2011/ PA.Kab.Mlg, mengandung ultra petitum. 

Pada prinsipnya penerapan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 dalam perkara cerai talak meskipun termohon tidak mengajukan 

rekonvensi tentang mut’ah dan iddah kepada pemohon, namun secara ex 

officio, hakim karena jabatannya menjatuhkan putusan yang amarnya 

menghukum pemohon untuk membayar nafkah mut’ah dan iddah kepada 

termohon. Dalam pasal tersebut tertulis bahwa pengadilan dapat mewajibkan 

kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau 

                                                           

14
R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia 

(Surabaya: Airlangga University Press, 2006),  h. 146. 
15

Departemen Agama Republik Indonesia (RI), Himpunan Peraturan Perundang-Undangan 

dalam Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), h. 110. 
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menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. Pada susunan kata-kata dalam 

pasal 41 huruf c mengandung kata fakultatif, karena dijumpai perkatan 

“dapat”.
16

 Kata “dapat” ditafsirkan boleh secara ex officio memberi ruang 

kepada hakim untuk menetapkan mut’ah dan iddah.
17

 Namun apakah berlaku 

pula dasar pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat meskipun penggugat 

maupun tergugat hanya memohon agar hakim mengabulkan gugatan penggugat 

serta menceraikan perkawinan antara penggugat dengan tergugat. Akan tetapi 

secara ex officio hakim menghukum kepada penggugat untuk mengembalikan 

uang mahar kepada tergugat. Sebab dalam perkara ini antara penggugat dan 

tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri (qabla al dukhul).
18

 

Oleh sebab itu, hal ini menjadi menarik untuk diteliti putusan majelis 

hakim, dasar aturan ketentuan hukum, alasan–alasan yang menjadi bahan 

pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara cerai gugat qabla al-

dukhul dengan menggunakan hak ex officio yang karena jabatannya dapat 

memutus lebih dari yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh 

para pihak dan akibat hukum yang ditimbulkan setelah hakim memutus perkara 

cerai gugat qabla al-dukhul yang menyimpang dari asas ultra petitum partium 

dengan menggunakan hak ex officio. Artinya, dalam putusan perkara pada 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan perkara nomor 4841/ Pdt.G/ 

2011/ PA.Kab.Mlg, hakim dengan menggunakan hak ex officio seakan-akan 

                                                           

16
M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 

1989 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 88. 
17

Muh. Irfan Husaeni, “Menyoal Beda Pendapat di Kalangan Hakim Pengadilan Agama dalam 

Menetapkan Mut’ah dan Iddah”, http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/MENYOAL BEDA 

PENDAPAT.pdf, diakses tanggal 23 Agustus 2014. 
18

Putusan Nomor Perkara 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA.Kab. Mlg, 

http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/MENYOAL%20BEDA%20PENDAPAT.pdf
http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/MENYOAL%20BEDA%20PENDAPAT.pdf
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bertentangan dengan asas ultra petitum partium dalam perkara cerai gugat 

qabla al-dukhul. 

 

B. Batasan Masalah 

Mengingat luas permasalahan pada hukum perkawinan, maka 

Penulis membatasi masalah pada dasar hukum serta wewenang kebebasan 

bertindak majelis hakim dalam memutus perkara cerai gugat qabla al-dukhul 

dengan menggunakan hak ex officio yang karena jabatannya dapat memutus 

lebih dari yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak 

dan akibat hukum yang ditimbulkan setelah hakim memutus perkara cerai 

gugat qabla al-dukhul yang menyimpang dari asas ultra petitum partium 

dengan menggunakan hak ex officio. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam  memutus perkara cerai 

gugat qabla al-dukhul menyimpang dari asas ultra petitum partium dengan  

menggunakan hak ex officio dalam putusan pekara pada Pengadilan Agama 

Kabupaten Malang dengan perkara nomor 4841/ Pdt.G/ 2011/ PA. 

Kab.Mlg? 

2. Bagaimana akibat hukum setelah hakim memutus perkara cerai gugat qabla 

al-dukhul yang menyimpang dari asas ultra petitum partium dengan  

menggunakan hak ex officio dalam putusan pekara pada Pengadilan Agama 
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Kabupaten Malang dengan perkara nomor 4841/ Pdt.G/ 2011/ PA. 

Kab.Mlg? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara 

cerai gugat qabla al-dukhul menyimpang dari asas ultra petitum partium 

dengan  menggunakan hak ex officio dalam putusan pekara pada Pengadilan 

Agama Kabupaten Malang dengan perkara nomor 4841/ Pdt.G/ 2011/ PA. 

Kab.Mlg. 

2. Untuk mendeskripsikan akibat hukum setelah hakim memutus perkara cerai 

gugat qabla al-dukhul menyimpang dari asas ultra petitum partium dengan  

menggunakan hak ex officio dalam putusan pekara pada Pengadilan Agama 

Kabupaten Malang dengan perkara nomor 4841/ Pdt.G/ 2011/ PA. Kab.Mlg. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penulisan ini diharapkan mampu memberikan 

penjelasan secara rinci tentang dasar hukum majelis hakim dengan 

menggunakan hak ex officio yang karena jabatannya dapat memutus lebih 

dari yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak 

dalam perkara cerai gugat qabla al-dukhul. Serta memperkaya wacana 

intelektual bagi para peminat dan pengkaji hukum Islam maupun hukum 

positif tentang hak ex officio hakim terhadap asas ultra petitum partium. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Lembaga Peradilan Agama 

1) Dari penelitian ini diharapkan para hakim berhati-hati dalam 

menggunakan hak ex officio yang karena jabatannya dapat memutus 

lebih dari yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para 

pihak dalam perkara cerai gugat qabla al-dukhul. 

2) Hakim harus berpegang pada prinsip imparsial, yaitu tidak memihak 

dan lebih mementingkan kepentingan kedua belah pihak agar 

keputusan tersebut tidak merugikan para pihak serta tidak menyalahi 

apa yang ada dalam hukum positif maupun hukum Islam.  

3) Dari penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan pertimbangan majelis 

hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat qabla al-dukhul dengan 

menggunakan hak ex officio hakim. 

b. Bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah 

intelektual beberapa penelitian sebelumnya, sebagai perbendaharaan 

perpustakaan, khususnya dalam bidang hukum formil maupun materiil 

peradilan agama, serta dapat dijadikan sebagai literatur dalam proses 

pengembangan kajian hukum acara perdata dalam lingkup mahasiswa. 

c. Bagi Masyarakat 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

kepada masyarakat agar senantiasa mempertahankan dan 

memperjuangkan hak mantan isteri, yang merupakan kewajiban 
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mantan suami akibat terjadinya perceraian. Agar nantinya mantan 

isteri tidak menjadi korban kesewenang-wenangan mantan suami yang 

akan berdampak buruk bagi kehidupan mantan isteri selanjutnya. 

2) Dari penelitian ini, diharapkan bagi suami yang bermaksud akan 

menceraikan isterinya harus berfikir masak-masak akan akibat-akibat 

putusnya perkawinan akibat perceraian yang mungkin timbul di 

kemudian hari. 

d. Bagi Penulis 

Sebagai ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat dikemudian 

hari dan dapat digunakan oleh penulis dalam memberikan pengertian 

kepada masyarakat terhadap masalah hak ex officio hakim, terhadap asas 

ultra petitum partium dalam perkara cerai gugat qabla al-dukhul. 

 

F. Definisi Operasional 

Untuk mempermudah penelitian, penulis membatasi masalah yang 

diteliti sebagai berikut: 

1. Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu tindakan 

subjek hukum.
19

 

2. Ex officio berarti karena jabatan,
20

seperti dalam kalimat memangku jabatan 

secara ex officio. Sedangkan menurut Subekti, pengertian hak ex officio 

berasal dari bahasa Latin, ambtshalve (bahasa Belanda) yang berarti karena 

                                                           

19
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 192. 

20
Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum (Semarang: Aneka Ilmu, 2008), h. 414. 
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jabatan tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, dan tidak 

berdasarkan surat permohonan.
21

 Sehingga, yang dimaksud dengan hak ex 

officio adalah hakim karena hak jabatannya dapat memutus lebih dari yang 

dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak pada perkara 

cerai gugat qabla al-dukhul dengan perkara nomor 4841/ Pdt.G/ 2011/ PA. 

Kab. Mlg. 

3. Ultra berarti sangat, sekali; ekstrim; yang berlebih-lebihan; awalan yang 

berarti di luar, amat sangat.
22

 Petitum partium mempunyai arti permohonan, 

tuntutan, setelah gugatan (surat gugat) dimulai dengan mengutarakan dalil-

dalil dan diakhiri atau ditutup dengan mengajukan tuntutan (petitum).
23

 Jadi, 

yang dimaksud dengan asas ultra petitum partium adalah asas dalam hukum 

acara perdata mengandung pengertian penjatuhan putusan atas perkara yang 

tidak dituntut atau memutuskan lebih dari pada yang diminta. 

4. Cerai gugat qabla al-dukhul adalah seorang isteri menggugat suaminya 

untuk bercerai melalui pengadilan agama, yang kemudian pihak pengadilan 

agama mengabulkan gugatan yang dimaksud sehingga putus hubungan 

perkawinan antara penggugat (isteri) dengan tergugat (suami), namun 

sebelum melakukan hubungan badan antara suami dan isteri.
24

 

  

                                                           

21
Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Cet. Ke-4 (Jakarta: Pradya Paramita, 1979), h. 43. 

22
Tim Gama Press, Kamus Ilmiah Populer ( Gama Press, 2010), h. 608. 

23
Martinus Sahrani dan Ilham Gunawan, Kamus Hukum( Jakarta: Restu Agung, 2002), h. 154. 

24
Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, Fiqh Sunnah untuk Wanita (Jakarta: Al-I’tishom Cahaya 

Umat, 2007), h. 671. 
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G. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian kualitatif, penelitian terdahulu dinilai sebagai 

kajian pustaka yang berperan penting untuk dicantumkan. Karena kajian ini 

bertujuan untuk memperkaya khazanah intelektual penulis tentang seberapa 

jauh suatu masalah yang hendak diteliti menjadi perhatian kalangan ilmuwan 

dan penelitian sosial lainnya. Selain itu, membantu penulis sendiri untuk 

mengetahui wilayah mana dari masalah yang hendak diteliti yang belum 

dibahas oleh para peneliti terdahulu.
25

 Dengan kata lain, penelitian terdahulu 

merupakan suatu bentuk perbandingan yang penulis lakukan agar dapat 

diketahui persamaan dan perbedaan yang terkandung di dalam penelitian yang 

telah lalu dilakukan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis 

lakukan yang berjudul “Akibat Hukum Hak Ex Officio Hakim terhadap Asas 

Ultra Petitum Partium dalam Perkara Cerai Gugat Qabla Al-dukhul (Studi 

Kasus Perkara No. 4841/ Pdt.G/ 2011/ PA Kab.Mlg)”. Sebagaimana yang akan 

dijelaskan berikut ini: 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Serly Sartika pada tahun 

2003 dalam skripsinya yang berjudul Penerapan Asas Ultra Petitum 

Hubungannya dengan Hak Ex Officio Hakim Perkara Cerai Thalak (Studi 

Kasus di PA Kota Malang Tahun 2002) meneliti tentang penerapan asas ultra 

petitum dihubungkan dengan hak ex officio hakim dalam perkara cerai talak 

terkait pemberian nafkah ‘iddah, mut’ah serta kiswah bagi mantan isteri 

                                                           

25
Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kuaitatif  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) h. 

46. 
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sebagai bentuk perlindungan hak mantan isteri dan anak akibat perceraian.
26

 

Hal ini berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  

yang menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian, pengadilan 

dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan 

dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Serly Sartika tersebut, dijelaskan berbanding terbaliknya asas 

ultra petitum partium dengan hak ex officio hakim. Dalam penelitian ini juga 

disebutkan bahwa penerapan hak ex officio hakim ini bersifat kasuistik, artinya 

tidak dalam semua kasus yang masuk di pengadilan, hakim memutusnya 

dengan menggunakan hak ex officio. 

Dari penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu substansi 

pembahasan dengan penelitian yang sedang penulis teliti yaitu sama-sama 

membahas tentang hak ex officio hakim terhadap asas ultra petitum partium. 

Namun,  perbedaan yang terdapat di dalam penulisan ini adalah dari segi objek 

dikaji, yaitu penelitian yang penulis lakukan sekarang terfokuskan dalam 

perkara cerai gugat. Sedangkan pada penelitian yang sebelumnya terfokuskan 

dalam perkara cerai talak. Selain berbeda pada fokus penelitiannya, perbedaan 

penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi 

penelitian. Pada penelitian terdahulu, lokasi penelitian bertempat di Pengadilan 

Agama Kota Malang. Sedangkan lokasi penelitian yang sekarang dilakukan 

bertempat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. 

                                                           

26
Serly Sartika, “Penerapan Asas Ultra Petitum Hubungannya dengan Hak Ex Officio Hakim 

Perkara Cerai Thalak (Studi Kasus di PA Kota Malang Tahun 2002),” Skripsi, (Malang: 

Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, 2003), h. 24.  
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Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nur Halimatus Sa’diyah pada 

tahun 2011 dalam skripsinya yang berjudul Ultra Petitum Partium dalam 

Putusan Pengadilan Agama tentang Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan 

No. 394/ Pdt.G/ 2008/ PA Pasuruan) meneliti tentang amar putusan hakim 

mengabulkan sesuatu yang tidak diajukan dalam setiap petitum atau gugatan 

yang diajukan oleh para pihak serta faktor yang melatar belakangi putusan 

ultra petitum partium dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan 

Agama Pasuruan.
27

 Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, 

dapat disimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus 

perkara cerai talak dengan pembatalan perkawinan, yaitu terbukti adanya 

alasan perceraian berdasarkan pasal 14 dan 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 

116 KHI serta berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi pada proses 

persidangan, bahwasanya termohon adalah kemenakan pemohon dan pemohon 

masih terikat perkawinan dengan bibi termohon sampai sekarang. Sehingga, 

semula dalam permohonan pemohon hanya meminta menjatuhkan talak 

terhadap termohon harus ditolak, sedangkan hakim memutuskan bahwa 

perkawinan pemohon dan termohon adalah batal demi hukum. 

Dari penelitian tersebut memiliki kesamaan pada substansi 

pembahasan yaitu sama-sama membahas tentang asas ultra petitum partium. 

Namun perbedaan yang terdapat di dalam penelitian ini adalah dari segi objek 

dikaji, yaitu penelitian yang penulis lakukan sekarang terfokuskan dalam hak 

                                                           

27
Nur Halimatus Sa’diyah, “Ultra Petitum Partium dalam Putusan Pengadilan Agama tentang 

Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan No. 394/ Pdt.G/ 2008/ PA Pasuruan),” Skripsi, (Malang: 

Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, 2011), h. 6.  
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ex officio hakim terhadap asas ultra petitum partium dalam perkara cerai gugat 

qabla al-dukhul. Sedangkan pada penelitian sebelumnya terfokuskan dalam 

penerapan ultra petitum partium terhadap kasus pembatalan perkawinan. 

Selain berbeda pada fokus penelitiannya, perbedaan penelitian yang penulis 

lakukan dengan penulis sebelumnya adalah lokasi penelitian. Pada penelitian 

terdahulu, lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Agama Pasuruan. 

Sedangkan lokasi penelitian yang sekarang dilakukan bertempat di Pengadilan 

Agama Kabupaten Malang. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Anisafila Rahayu Ningtias 

pada tahun 2011 dalam skripsinya yang berjudul Pandangan Hakim Pengadilan 

Agama Kab. Kediri terhadap Hak Ex Officio sebagai Perlindungan terhadap 

Hak Anak dan Mantan Isteri  meneliti tentang pandangan hakim Pengadilan 

Agama Kab. Kediri terhadap hak ex officio serta penerapan hak ex officio 

hakim terhadap kasus cerai talak.
28

 Para hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri 

mengatakan bahwa hak ex officio adalah hak yang dimiliki seorang hakim 

karena jabatannya. Seorang hakim dapat membebankan suatu perkara yang 

tidak disebutkan dalam petitum tuntutan dengan menggunakan hak tersebut. 

Hak tersebut merupakan salah satu cara yang dipakai oleh hakim untuk 

melindungi hak-hak yang dimiliki seorang isteri setelah diceraikan oleh 

suaminya. Hak ex officio ini dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap 

seorang isteri yang diceraikan. Landasan mengenai hak ex officio ini bertitik 

                                                           

28
Anisafila Rahayu Ningtias, “Pandangan Hakim Kab. Kediri terhadap Hak Ex Officio sebagai 

Perlindungan terhadap Hak Anak dan Mantan Isteri,” Skripsi, (Malang: Universitas Islam Maulana 

Malik Ibrahim, 2011), h. 7.  
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tolak pada pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

Adapun mengenai penerapan hak ex officio dalam perkara cerai talak jika 

dirasa perlu dibebankan nafkah iddah dan mut’ah isteri kepada mantan suami. 

Para hakim lebih aktif menggali fakta-fakta yang diperlukan di depan 

persidangan jika akan menggunakan hak ex officio dalam putusannya, agar 

tercipta putusan yang seadil-adilnya bagi pihak-pihak yang berperkara.  

Dari penelitian tersebut memiliki kesamaan pada substansi 

pembahasan yaitu sama-sama membahas hak ex officio hakim. Namun 

perbedaan yang terdapat di dalam penelitian ini adalah dari segi objek dikaji, 

yaitu penelitian yang Penulis lakukan sekarang terfokuskan dalam hak ex 

officio hakim terhadap asas ultra petitum partium dalam perkara cerai gugat 

qabla al-dukhul. Sedangkan pada penelitian sebelumnya terfokuskan pada 

pandangan hakim serta penerapan ex officio hakim terhadap kasus cerai talak di 

Pengadilan Agama Kab. Kediri. Selain berbeda pada fokus penelitiannya, 

perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan peneliti sebelumnya adalah 

lokasi penelitian. Pada penelitian terdahulu, lokasi penelitian bertempat di 

Pengadilan Agama Kab. Kediri. Sedangkan lokasi penelitian yang sekarang 

dilakukan bertempat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. 

Agar mempermudah pembaca dalam memahami persamaan dan 

perbedaan yang terkandung di dalam penelitian yang telah lalu dilakukan yang 

berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, maka penulis 

menyajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. 
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Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti; 

Perguruan 

Tinggi dan 

Tahun 

Judul Persamaan Pebedaan 

1. Serly Sartika; 

UIN Malang 

dan 

2003 

Penerapan Asas Ultra 

Petitum Hubungannya 

dengan Hak Ex Officio 

Hakim Perkara Cerai 

Thalak (Studi Kasus di 

PA Kota Malang Tahun 

2002) 

Substansi 

pembahasan: 

Penggunaan  hak 

ex officio hakim 

terhadap ultra 

petitum partium. 

a. Fokus 

penelitian:  

pada perkara 

cerai thalak, 

sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

akibat hukum 

hak ex officio 

terhadap asas 

ultra petitum 

partium dalam 

perkara cerai 

gugat qabla al-

dukhul. 

 

b. Lokasi 

penelitian: 

Penelitian ini 

dilakukan di 

Pengadilan 

Agama Kota 

Malang, 

sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

di Pengadilan 

Agama 

Kabupaten 

Malang. 

2. Nur 

Halimatus 

Sa’diyah; 

UIN Malang 

dan 

2011  

Ultra Petitum Partium 

dalam Putusan 

Pengadilan Agama 

tentang Pembatalan 

Perkawinan (Studi 

Putusan No. 394/ 

Pdt.G/ 2008/ PA 

Pasuruan) 

Substansi 

pembahasan: 

penerapan asas 

ultra petitum 

partium pada 

putusan. 

a. Fokus penelitian:  

pada perkara 

pembatalan 

perkawinan, 

sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

dalam perkara 
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cerai gugat 

qabla al-dukhul. 

 

b. Lokasi 

penelitian: 

Penelitian ini 

dilakukan di 

Pengadilan 

Agama 

Pasuruan, 

sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

di Pengadilan 

Agama 

Kabupaten 

Malang. 

3. Anisafila 

Rahayu 

Ningtias; 

UIN Malang 

dan 

2011 

Pandangan Hakim Kab. 

Kediri terhadap Hak Ex 

Officio sebagai 

Perlindungan terhadap 

Hak Anak dan Mantan 

Isteri 

Objek yang dikaji: 

penggunaan hak ex 

officio hakim. 

a. Substansi 

pembahasan:  

Pandangan 

hakim terhadap 

hak ex officio, 

sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

dalam perkara 

cerai gugat 

qabla al-dukhul. 

 

b. Lokasi 

penelitian: 

Penelitian ini 

dilakukan di 

Pengadilan 

Agama Kab. 

Kediri, 

sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

di Pengadilan 

Agama 

Kabupaten 

Malang. 
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Berdasarkan tabel peneltian terdahulu di atas, dapat diketahui 

perbedaan antara penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilakukan, 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian yang akan 

penulis lakukan yaitu mengenai Akibat Hukum Hak Ex Officio Terhadap Asas 

Ultra Petitum Partium dalam Perkara Cerai Gugat Qabla Al-Dukhul (Studi 

Perkara No. 4841/ Pdt.G/ 2011/ PA.Kab.Mlg), memiliki perbedaan yang sangat 

mendasar dari segi substansi pembahasan, fokus penelitian dan lokasi 

penelitian. Sehingga, orisinalitas penelitian yang penulis lakukan dapat 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 

  

H. Sistematika Penulisan 

Agar penulisan ini dapat terarah dan pembahasannya komperhensif, 

maka sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut: 

Pada bab pertama, merupakan bab pendahuluan yangmana dalam 

bab ini dijelaskan kerangka pemikiran dari kerja penelitian. Ibarat bangunan 

rumah, bab ini adalah fondasinya. Sebab, bab ini memuat pembahasan 

tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika  penulisan. 

Sedangkan pada bab kedua merupakan tinjauan pustaka, dimana 

mendeskripsikan konsep dasar tentang hak ex officio; dasar pertimbangan 

dalam putusan hakim; proses penemuan hukum oleh hakim; asas ultra 

petitum partium; cerai gugat qabla al-dukhul dan akibat hukum. Pada bab 

kedua ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan secara teoritik terhadap 
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masalah yang disajikan. Tidak hanya itu saja, pada bab kedua ini dimaksudkan 

untuk mendapatkan landasan teori/ landasan hukum, mendapatkan batasan/ 

definisi/ arti dan akibat hukum hak ex officio terhadap asas ultra petitum 

partium dalam perkara cerai gugat qabla al-dukhul. 

Pada bab ketiga membahas tentang metode penelitian, yang 

mencakup lima hal, yaitu jenis penelitian, pendekatan penellitian, bahan 

hukum, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Metode 

penelitian ini merupakan suatu cara atau teknis yang akan dilakukan dalam 

proses penelitian lebih terarah dan terorganisir. 

Bab keempat membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan 

terhadap putusan dengan nomor perkara 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA.Kab. Mlg di 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang hak ex officio hakim, terhadap 

asas ultra petitum partium dalam perkara cerai gugat qabla al-dukhul yang 

mencangkup didalamnya, yaitu deskripsi perkara pada putusan dengan nomor 

perkara 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kab.Mlg; analisis terhadap dasar 

pertimbangan hakim pada putusan dengan nomor perkara 4841/ Pdt. G/ 2011/ 

PA. Kab. Mlg dan akibat hukum hak ex officio terhadap asas ultra petitum 

partium. Tujuan penelitian pada bab ini yaitu untuk mengetahui dasar 

pertimbangan  majelis hakim serta akibat hukum dalam memutuskan perkara 

cerai gugat qabla al-dukhul dengan hak ex officio hakim terkait dengan asas 

ultra petitum partium. 

Dan bab kelima merupakan penutup yangmana pada bab ini 

mengakhiri penyusunan penelitian yang nantinya akan berisikan kesimpulan-
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kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan diperoleh berdasarkan seluruh 

hasil kajian. Sedangkan saran diperoleh berdasarkan pemaparan masalah 

yang disajikan serta simpulan dari penulis. 

 


